
 
 
 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

PROVINSI JAMBI 
 

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR:  202 /Kep.Bup/PMD/2023 

 
TENTANG 

 

TIM KOORDINASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT   

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13  Peraturan Gubernur 
Jambi  Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian 

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa, perlu 
dilakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap semester 

atau disesuaikan dengan kebutuhan; 

b. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi 

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus perlu membentuk Tim 
Koordinasi Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
tentang Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat  :   1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II 

Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2755); 

2.  Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3969); 

 

 

SALINAN 



3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5.  Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang–Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 



Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2022 Nomor 6); 

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang 
Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 
Kepada Desa (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 

Nomor 16); 

12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 

2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 
2022 Nomor 38); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :                
KESATU  : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Bersifat 

Khusus Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 
2023 dengan susunan personalia sebagai berikut: 
a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat 
b. Wakil Ketua I : Inspektur Kabupaten Tanjung 

Jabung Barat 
c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat 

d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat 

e. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat  
f. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

2. Kabag Hukum Setda 
3. Kepala Bidang Pengelola 

Keuangan dan Aset Desa 
4. Kepala Bidang Pembangunan, 

Pemberdayaan Masyarakat dan 
Kawasan Pedesaan 

5. Kepala Bidang Bina 

Administrasi Pemerintahan 
Desa  

6. Camat Tungkal Ulu 
7. Camat Tebing Tinggi 

8. Camat Batang Asam 
9. Camat Renah Mendaluh 
10. Camat Merlung 

11. Camat Muara Papalik 
12. Camat Tungkal Ilir 

13. Camat Senyerang 
14. Camat Seberang Kota 



15. Camat Betara 

16. Camat Kuala Betara 
17. Camat Pengabuan 

18. Camat Bram Itam 
19. Amila Hitanova, SE (Analis 

Kebijakan Ahli Muda) 
20. Rinaldi, S.AP (Analis Kebijakan 

Ahli Muda) 
21. Tamri Eriady, ST (Analis 

Kebijakan Ahli Muda) 

22. Rima Rusilowati, S.IP (Analis 
Kebijakan Ahli Muda) 

23. Mulvian,SE (Analis Keuangan 
Pusat dan Daerah) 

24. Kasubbag Umum dan 
Keuangan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

25. Wahyudi (Pelaksana Pengelola 
Keuangan dan Pendapatan 

Desa) 
26. Nurubudiyah (Pelaksana 

Pengelola Data Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kelembagaan) 

g. Anggota Non PNS : 1. Ardiansyah  

    (TKK Dinas PMD)  
  2.  Diana (TKK Dinas PMD) 

  3.  Rafiqa Zuhra Yusuf, SH 
     (TKK Dinas PMD) 

  4.  Machda Reeny  
    (TKK Dinas PMD)    
  5.  Sulaiman  

    (TKK Dinas PMD) 

KEDUA :  Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU  

mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Bersifat 

Khusus secara berkala bersama Tim Koordinasi Provinsi; 
b. memberikan pertimbangan pelaksanaan Bantuan 

Keuangan Bersifat Khusus untuk tahun selanjutnya; 

c. memfasilitasi dan mencari solusi pemecahan masalah; 
d. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi 

tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus; dan  
e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Bantuan 

Keuangan Bersifat Khusus kepada Bupati; 

KETIGA  : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

KEEMPAT  : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Kuala Tungkal  

pada tanggal 12 April 2023                                         

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 
 

                             ttd 
 

                    ANWAR SADAT 


